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Abstrak
Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi. Konsekuensinya penyandang disabilitas memiliki kualitas hidup, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah serta kesempatan akses terhadap fasilitas publik yang lebih terbatas. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Person with Disabilities, CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kota Jakarta sebagai ibu kota negara termasuk salah satu daerah yang memuat aturan legal CRPD kedalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada tahun 2015 tercatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 6.003 jiwa. Berbagai kebijakan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas seperti aksesibilitas untuk pelayanan publik hingga fasilitas sarana dan transportasi. Ketersediaan infrastruktur fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapabilitasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta No.10 tahun 2011 dalam aspek aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik inklusif, teori aksesibilitas. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian bahwa implementasi perda belum optimal. Artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun masih ada fasilitas publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal transportasi, Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah PT. Transjakarta telah menyediakan moda transportasi berupa minibus yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Transportasi tersebut dapat dipesan melalui telepon seluler atau aplikasi dan tidak dipungut biaya.
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Pendahuluan
Hidup sebagai penyandang disabilitas, bagaimanapun bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Tidak hanya dibutuhkan semangat yang kuat dari penyandang disabilitas, namun juga dibutuhkan pengertian dan perhatian yang cukup besar dari lingkungan sekitarnya. Keberadaan penyandang disabilitas dalam sebuah kelompok masyarakat majemuk seringkali tidak nampak karena jumlahnya yang kecil dibanding kelompok masyarakat lainnya.  Kecilnya  jumlah  dan ketidaktahuan menyuarakan haknya sebagai warga negara, mengakibatka termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika penyandang disabilitas ingin meningkatkan kapabilitasnya, mereka harus berjuang dua kali lebih keras untuk memperoleh haknya.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas yang juga bagian dari warga negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 memberikan persamaan hak di berbagai aspek kehidupan, antara lain meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, agama, dan politik. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on The Rights of Persons with Dissabilities (CRPD) dan mengesahkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian, Pemerintah melakukan perubahan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai dengan Konvensi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terminologi “cacat” yang sangat lekat dengan kondisi barang rusak menjadi disabilitas yang tidak hanya sebatas fungsi fisik saja namun disabilitas terjadi akibat bentuk eksklusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Perubahan paradigma ini menggunakan pendekatan sosial dan HAM yang mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman yang memiliki hak asasi yang sama dan setara dengan individu lainnya.

Pada tataran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sejumlah daerah telah mengeluarkan peraturan terkait disabilitas baik yang bersifat umum (mengatur hak penyandang disabilitas secara keseluruhan) maupun yang bersifat spesifik (mengatur masing-masing hak penyandang disabilitas). Salah satu pemerintah daerah yang telah mengadopsi CRPD dan UU No.8

Tahun 2016 adalah DKI Jakarta melalui Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. BPS DKI Jakarta mencatat jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 berjumlah 6.003 orang. Data ini mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 ketika DKI Jakarta meluncurkan program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Penerima KPDJ tahap 1 tahun 2019 berjumlah 7.137 orang dari total jumlah yang terdata di Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 14.459 orang. Data yang dipergunakan merupakan hasil sensus BPS DKI Jakarta yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan TNP2K.   Adapun penyandang disabilitas yang menerima KPDJ merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dan telah ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT), memiliki KTP DKI Jakarta serta penyandang disabilitas berada diluar panti baik milik pemerintah maupun daerah. Artinya yang mendapatkan KPDJ adalah penyandang disabilitas dengan tingkat ekonomi rendah. Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di DKI Jakarta  tahun 2019 mengandung makna lebih dari 14.459 orang. Ketimpangan data penyandang disabilitas yang terjadi selama empat tahun terakhir (2015-2019) patut mendapat catatan khusus ketika pemerintah daerah DKI Jakarta akan memenuhi hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah peningkatan fasilitas publik yang baik sehingga penyandang disabilitas dapat mengaksesnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasca ratifikasi CRPD, beberapa negara di dunia mulai mengembangkan pembangunan berbasis inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas. Aspek pembangunan inklusif yang terdiri atas aspek kesejahteraan, akses terhadap berbagai layanan publik, akses terhadap pekerjaan,dan partisipasi pembangunan mengakui akan hak penyandang disabilitas. Dapat dikatakan bahwa pembangunan inklusif hanya akan terwujud jika hak penyandang disabilitas terpenuhi. Jakarta sebagai ibukota saat ini berada diposisi ke 116 negara yang paling nyaman untuk ditinggali (Aninda, 2017). Salah satu indikator agar kota menjadi nyaman melalui inklusif yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas. Jakarta sebagai ibukota Negara dan ibukota provinsi dengan memainkan berbagai perannya sebagai kota metropolitan sekaligus pusat bisnis di Indonesia tentunya membutuhkan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua warganya. Dengan tingkat mobilitas warganya yang tinggi, juga membutuhkan transportasi publik yang terintegrasi. Namun, ditengah modernisasi fasilitas publik yang tengah terjadi di Jakarta tidak serta merta dirasakan oleh penyandang disabilitas. Pengabaian aksesibilitas penyandang disabilitas masih terjadi yang pada akhirnya selalu dianggap sebagai beban karena minimnya kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Hal tersebut secara umum dapat dilihat dari kurangnya evaluasi dari pembuat kebijakan terhadap praktek dilapangan, kurangnya pengetahuan pengelola fasilitas publik akan aksesibilitas serta rendahnya pemahaman dari penyandang disabilitas akan kebutuhan dasar mereka akan hak. Melihat masih adanya persoalan yang dikemukakan, maka tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan perda terhadap pemenuhan aksesibilitas pada fasilitas publik. Serta poin berupa simpulan  dan  saran  dari  hasil  penelitian  ini  yang  diharapkan  dapat  membantu  pembuat

kebijakan untuk lebih memaknai penyandang disabilitas juga sebagai bagian dari masyarakat

Jakarta.

Kajian Pustaka
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan- tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut teori implementasi kebijakan George  Edward  III,  faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi  kebijakan,  yaitu  (Winarno,

2007)

1.  Komunikasi

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan

2.  Sumber-sumber

Sumber-sumber   penting   yang   mendukung   implemntasi   kebijakan   meliputi:   staf   yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

3.  Kecenderungan atau tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuesi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif

4.  Struktural birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta

Membuka Ruang Disabillitas Melalui CRPD
CRPD menjadi tonggak sebuah ‘pergeseran paradigma’ dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Pendekatan ini tidak memandang penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis dan perlindungan sosial saja, namun melihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-haknya serta membuat keputusan terhadap hidup mereka. Dalam penjelasan pasal-pasal didalam CRPD tidak memberikan definisi tentang disabilitas dan penyandang disabilitas secara eksplisit. CRPD memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep disabilitas karena akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat (United Nation, 2006). Dalam hal ini, disabilitas merupakan hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak insklusif, contohnya seseorang yang menggunakan kursi roda dapat mengalami kesulitan dalam mendapatan pekerjaan, hal ini bukan dikarenakan menggunakan kursi roda namun karena ada hambatan-hambatan lingkungan. Misalnya, bis atau tangga yang tidak dapat mereka akses sehingga menghalangi akses mereka ke tempat kerja (Propiona et al. 2013).

Menurut Demartoto (2005) pada dasarnya seorang penyandang disabilitas memiliki empat permasalahan besar yaitu: (1) keterbatasan dalam mobilitas; (2) banyak waktu yang sia-sia, karena harus sering berurusan dengan rumah sakit akibat masalah kesehatan yang berkelanjutan; (3) stereotip atau konsepsi yang keliru pada masyarakat tentang disabilitas dan gangguan kesehatan yang  menyebabkan berbagai hambatan yang dihadapi  oleh  disabilitas  dalam  hal kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, pekerjaan atau kegiatan sosial lainnya; dan (4) persepsi diri yang keliru pada disabilitas yang meragukan kemampuannya sendiri yang mengakibatkan kurangnya motivasi  untuk berhasil, kurangnya kesungguhan dalam  menyelesaikan tugas  dan berkecenderangan menggantungkan diri terhadap orang lain.

Permasalahan lainnya dalam isu disabilitas adalah pendataan. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki data yang pasti tentang jumlah penyandang disabilitas. Pada 2018 terdapat dua

survei nasional yang menghimpun data penyandang disabilitas, yaitu Susenas 2018 (Kementrian Sosial) dan Riskesdas 2018(Kementrian Kesehatan). Namun,kedua survei tersebut menghasilkan angka perbedaan yang signifikan. Angka yang dihasilkan Riskesdas jauh lebih tinggi daripada angka Susenas di semua kategori usia (lihat Tabel 1). Perbedaan angka disabilitas pada kedua hasil survei tersebut dapat terjadi karena perbedaan set pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas. Susenas 2018 menggunakan satu set pertanyaan pendek yang merujuk pada rekomendasi Kelompok Washington. Sementara itu, Riskesdas 2018 menggunakan tiga set pertanyaan yang berbeda untuk tiga kelompok usia penduduk (Hastuti et al. 2020).

Tabel 1. Persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia Berdasarkan Susenas 2018 dan
Riskesdas 2018
	Penyandang Disabilitas
Kelompok Usia

	Susenas 2018                            Riskesdas 2018

	Usia 5–17 tahun                                                    0,98%                                              3,3%

	Usia 18–59 tahun                                                 1,75%                                               22%

	Usia 60 tahun ke atas                                        15,85%                       Disabilitas ringan: 22%;
sedang: 1,1%;
berat: 1%;
tergantung total: 1,6%


Sumber: Susenas 2018 dan Riskesdas 2018.

Pembangunan Kota Inklusif
Definisi pembangunan merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti seluasnya tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar 2009). Sedangkan inklusif adalah kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu dan kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi (Miller dan Katz 2009). Dengan mengakomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal. Adapun hasil akhir yang diharapkan dari pembangunan inklusif adalah tercapainya partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas (Ju’beh 2017). Pembangunan inklusif melahirkan tatanan kehidupan yang ramah disabilitas dengan menempatkan warga kotanya setara satu dengan lainnya.   Menurut Maftuhin (2017) ada empat komponen yang wajib diperhatikan oleh kota inklusif, yaitu (1)partisipasi penyandang disabilitas;(2)ketersediaan layanan hak;(3)pemenuhan aksesibilitas dan (4)sikap inklusif warganya baik pejabat maupun warga kota umumnya.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik
Aksesibilitas fasilitas publik menjadi kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dapat beraktualiasasi dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiadaan fasilitas umum yang aksesibel bagi mereka menyebabkan eksklusifitas di lingkungan masyarakat (Firdaus dan Iswahyudi 2008). Secara fisik, aksesibilitasnya akan diterapkan pada fasilitas publik seperti aksesibilitas bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan angkutan umum. Sedangkan secara non fisik diterapkan pada pelayanan informasi.

Terkait dengan aksesibilitas pada bangunan publik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih operasional berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

29/PRT/M/2006  tentang  Pedoman  Persyaratan  Tehnis  Bangunan  Gedung  dan  Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Tehnis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya. Pada peraturan tersebut ada beberapa elemen bangunan publik yang harus aksesibel dengan ketentuan tehnis antara lain (1)area parkir;(2)jalur pedestrian baik yang dipergunan untuk pejalan kaki maupun pengguna kursi roda harus aman, nyaman dan tidak terhalang termasuk adanya guiding block;(3) jalur pemandu/ rambu yang jelas baik bersifat verbal maupun visual;(4)toilet yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas dengan ukuran luas dan ada hand rail; (5)lift yang ruangnya cukup luas pagi pengguna kursi roda termasuk tombol lift bagi disabiitas penglihatan; (6)perabotan bangunan; (7) perlengkapan dan peralatan bangunan seperti alarm, tombol darurat dan pencahayaan; (8) pintu keluar masuk dan (9)ramp, jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Observasi hanya dilakukan di fasilitas publik area Jakarta Selatan (Pasar Minggu) dikarenakan keterbatasan situasi kondisi selama masa PSBB baik melakukan wawancara maupun observasi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Subjek penelitian ini adalah penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang fasilitas publik.

Hasil dan Pembahasan
Pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 Bab V terdapat penjelasan mengenai aksesibilitas bagian kesatu Pasal 44 bahwa pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa fasilitas publik yang akan dibahas adalah:

A. Fasilitas Transportasi Publik (Trans Jakarta, Mass Rapid Transit, Terminal)
Aksesibilitas transportasi publik merupakan salah satu hak yang sifatnya paling transparan karena dapat langsung dilihat secara nyata, berbentuk fisik dan dapat langsung dirasakan oleh penyandang disabilitas. Dalam hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta tahun

2015, didapatkan hasil bahwa tidak sepenuhnya fasilitas publik tersebut menjalankan amanat perda dan undang-undang. Penelitian tersebut mengambil data dari 12 halte transjakarta, 10 stasiun commuter line, 26 gedung instansi pemerintah dan 11 gedung instansi non pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan nilai indeks aksesibel dengan nilai tertinggi 4 sebagai fasilitas publik aksesibel dan nilai 0 sebagai tidak aksesibel. Adapun pemeringkatannya pada halte transjakarta yaitu, (1) dukuh atas 2.1 kurang aksesibel; (2) harmoni 2.2 kurang aksesibel; (3) sarinah 2.1 kurang aksesibel;(4)glodok 2.1 kurang aksesibel; (5)senen 1.9 tidak aksesibel; (6)pulogadung 1.7 tidak aksesibel; (7)gelora bung karno 1.7 tidak aksesibel; (8)cempaka mas 1.7 tidak  aksesibel;  (9)matraman  1.6  tidak  aksesibel; (10)kampung  melayu  1.6  tidak aksesibel; (11)kota 1.5 tidak aksesibel dan (12)blok m 1.3 tidak aksesibel.

Pemda DKI Jakarta melalui BUMDnya yang mengelola PT.Transportasi Jakarta (TransJakarta) terus melakukan pembenahan dengan memberikan layanan transportasi ramah disabilitas. Hingga tahun 2020, TransJakarta mengakui dari 240 halte baru 67 halte yang ramah disabilitas (Jelita,2020). Kedepannya pihak TransJakarta akan mengejar semua halte memiliki aksesibilitas yang baik untuk disabilitas. Penyediaan layanan bagi disabilitas juga telah ada berupa stiker rute bagi penyandang disabilitas; pengumuman via suara; running text dan tv bergambar di halte tentang posisi bus transjakarta berikutnya; kursi prioritas serta penyediaan bus metro trans low deck sebanyak 289 unit serta kartu akses gratis bus transjakarta bagi penyandang disabilitas. Inovasi berikutnya yang dilakukan oleh PT.Transportasi Jakarta adalah penyediaan mobil TransJakarta  Cares  sebanyak  26  unit.  Layanan  yang  diberikan  gratis  namun  penyandang

disabilitas  harus  melakukan  pemesanan TransJakarta  Cares  di  call  center  nomor  1500-102 minimal sehari sebelum jadwal keberangkatan dengan menyebutkan nama, jenis disabilitas, alamat penjemputan dan tujuan.

Semenjak tahun 2017, PT.TransJakarta telah mengoperasikan bus berlantai rendah (lower deck). Bus tersebut berlantai rendah dan sejajar dengan trotoar bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas masuk kedalam bus. Didalam bus juga telah tersedia ram kursi roda. Bus berlantai rendah (lower deck) ini memang diperuntukan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.

Pada masa pandemi Corona Virus seperti sekarang PT.TransJakarta melakukan upaya protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan menempatkan wastafel portabel yang rencananya akan tersebar di 100 titik halte. Wastafel portabel ini baru tersedia di empat titik halte yaitu halte Sunan Giri, halte Walikota Jakarta Timur, halte Pasar Kramat Jati dan halte Rumah Sakit Islam. Wastafel ini dibuat dengan pijakan yang lebih rendah sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk memakainya. PT. TransJakarta berkolaborasi dengan Komunitas Handai Tuli dan Komunitas Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) akan menyiapkan Passenger Information System (PIS). Kedua komunitas tersebut nantinya akan mengisi konten dalam PIS sehingga memudahkan pelanggan disabilitas untuk mendapatkan informasi terlebih pada masa pandemi (Kristiati, 2020)
Pada terminal Pasar Minggu terdapat pemberhentian akhir bus TransJakarta dan lower deck koridor 9D, angkutan umum regular, angkutan umum Jaklingko dan bus DAMRI Bandara. Terminal ini berada dalam posisi jalan yang lurus artinya tidak ada anak tangga ketika mengaksesnya. Namun, jika melihat unsur aksesibilitasya tidak terdapat kriteria seperti Permen PU Nomor 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Tehnis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya.  Artinya terminal  pasar minggu  tidak  aksesibel bagi  penyandang  disabilitas. Demikian pula dengan pasar yang menjadi satu kawasan dengan terminal juga tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pasar minggu belum dilakukan revitalisasi pasar yang mulai menginklusifkan penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pasar minggu belum ramah disabilitas. Area pasar minggu berdekatan dengan stasiun KRL dan untuk mengaksesnya dari stasiun pasar minggu kearah terminal pasar minggu telah dilengkapi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang telah dilengkapi lift bagi penyandang disabilitas. Pembangunan JPO ramah disabilitas juga termasuk inovasi terbaru dari pemda DKI  Jakarta. Selain JPO Pasar Minggu beberapa JPO ramah disabilitas juga terdapat di Kawasan Sudirman, Thamrin dan Bundaran HI.

Moda transportasi umum yang dinilai sudah ramah disabilitas selain bus TransJakarta adalah MRT. Beberapa fasilitas aksesibilitasnya adalah tersedianya guiding block, ramp¸pintu yang lebar di lokasi tiket dan kereta sehingga mudah dilewati oleh pengguna kursi roda, adanya kursi roda didalam MRT, elevator dan lift khusus disabilitas, layar informasi dan tanda khusus sebagai penumpang prioritas.

B. Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS, RSIA)
Jumlah puskesmas di wilayah DKI Jakarta hingga 2020 berjumlah 321 puskesmas. Berdasarkan self assement yang dilakukan tahun 2018 terdata 106 puskesmas (33%) yang sesuai standart akreditasi, 50 puskesmas belum sesuai standart dan 234 puskesmas yang belum melakukan self assessment. Penilaiaan ini merupakan salah satu indikator akreditasi puskesmas dimana untuk kriteria akreditasi telah mencantumkan unsur disabilitas. Terdapat 16 kelurahan di DKI Jakarta yang tidak memiliki puskesmas yaitu Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan dan Tanah Sereal (Liputan 6,

2019). Peneliti melakukan pengataman di dua puskemas yaitu Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu dan Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur.Pada kedua puskesmas tersebut belum memasukkan unsur aksesibilitas baik dalam bangunan puskesmas maupun fasilitasnya. Pada Puskesmas  Kecamatan  Pasar  Minggu  memiliki  dua  lantai  dan  untuk  tempat  berobat,  loket

pembayaran, laboratorium berada dilantai dua (anak tangga). Dihalaman parkir tidak tersedia area yang cukup. Pada loket pendaftaran untuk pemanggilan antrian melalui speaker, tidak ada layar informasi pemanggilan nomor antrian. Guiding block juga tidak terlihat terpasang, terdapat ramp dan fasilitas toilet tidak mendukung aksesibilitas. Demikian pula yang terjadi pada Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur. Sedangkan pada layanan RSUD Tipe D Jati Padang, juga tidak nampak adanya guiding block, ramp tersedia, lift tidak terlalu lebar pagi pengguna kursi roda dan sudah ada toilet bagi penyandang disabilitas. Pada RSIA Aulia milik swasta, peneliti juga tidak melihat adanya guiding block, area parkir sempit, tersedia ramp dan tidak ada toilet bagi penyandang disabilitas.

C.  Kampus, Perhotelan, Tempat Wisata dan Area Pemakaman
Pada fasilitas publik seperti kampus, peneliti melakukan observasi di dua kampus swasta yaitu Unindra dan Universitas Tama Jagakarsa. Dikedua kampus tersebut tidak ada unsur aksesibilitas. Fasilitas  perhotelan  dilakukan observasi  di  tiga  hotel  dimana  juga  tidak melihat  ada  unsur aksesibilitas. Di salah satu hotel bintang 3 tidak memungkinkan bagi pengguna kursi roda karena adanya anak tangga. Sedangkan pada area pemakaman besar berada diantara jalur jalan yang dilalui pengguna kendaraan sehingga tidak memungkinkan adanya guiding block. Pada tempat wisata seperti Ragunan sudah ada beberapa titik yang akses namun belum menyeluruh dan toilet pengunjung masih belum akses.

Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal. Peningkatan aksesibilitas signifikan hanya terjadi pada fasilitas transportasi umum yaitu bus TransJakarta. Diperlukan adanya upaya yang berkelanjutan dari Pemda DKI Jakarta untuk memberikan kota yang nyaman dan ramah bagi disabilitas. Pasal sangsi sudah tercantum dalam perda namun law enforcement masih belum ada. Peran aktor masing-masing dalam tahap implementasi  perlu  dimaksimalkan.  Sosialisasi  mengenai  aksesibilitas  dalam  pembangunan perlu terus dilakukan dan perlu adanya evaluasi dari pemangku kebijakan mengenai aksesibilitas dalam pembangunan kota yang inklusif. Serta masih diperlukan kajian penelitian lanjutan lebih luas mengenai aksesibilitas hingga menjangkau seluruh fasilitas publik di DKI Jakarta. Kajian tersebut pada akhirnya dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan.
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